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Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi para stakeholders dalam memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang. Latar belakang penelitian adalah tingginya potensi tanaman herbal dan upaya pengembangannya menjadi produk bernilai tambah. Namun, dukungan kelembagaan, pemasaran, dan sumber daya masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Pemerintah Kelurahan, World Resources Institute (WRI), serta anggota KUPS. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, pengetahuan dan motivasi lokal anggota KUPS, serta peran fasilitatif WRI dalam pengembangan produk dan legalisasi kelembagaan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada instansi pemerintah, rendahnya akses pasar dan jaringan distribusi, kurangnya pelatihan promosi digital, serta rendahnya tingkat pendidikan anggota KUPS yang memengaruhi daya serap terhadap materi pelatihan. Kesimpulannya, pemberdayaan yang efektif memerlukan penguatan koordinasi antar stakeholders, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, serta strategi pemasaran terpadu. 
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Abstract: This study analyzes the supporting and inhibiting factors faced by stakeholders in empowering the Social Forestry Enterprise Group (KUPS) “Padusi Etnobotani” in Kampung Batu Busuk, Lambung Bukit Subdistrict, Padang City. The research is motivated by the high potential of medicinal plants and efforts to develop them into value-added herbal products. However, institutional support, marketing access, and resources remain limited. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Informants were purposively selected, consisting of representatives from the West Sumatra Forestry Office, Padang City Youth and Sports Office (Dispora), the Subdistrict Government, the World Resources Institute (WRI), and KUPS members. The findings reveal several supporting factors, namely the abundance of natural resources, local knowledge and motivation among KUPS members, and WRI’s facilitative role in product development and institutional legalization. Conversely, inhibiting factors include limited budgets and human resources in government institutions, weak market access and distribution networks, lack of digital marketing training, and the low educational background of KUPS members, which affects their ability to absorb training materials. The study concludes that effective empowerment requires strengthened stakeholder coordination, human resource capacity building, financial support, and integrated marketing strategis.

Keywords: Stakeholders, Empowerment, Social Forestry Enterprise Group (KUPS, Padusi Etnobotani, Kampung Batu Busuk
Pendahuluan
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama pada sektor kehutanan dan hasil hutan bukan kayu, termasuk tanaman herbal yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan. Pemanfaatan potensi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2023). Program ini memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat secara legal dan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan (Zet, Purwanti, Rudiana, Hakim, & Adnan, 2022). Selain itu, perhutanan sosial juga menjadi salah satu langkah nyata dalam menekan ketimpangan sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal (Ife & Tesoriero, 2016).
Kelurahan Lambung Bukit merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah mencapai 38,80 km² dan terletak di kaki Bukit Barisan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, jumlah penduduk di wilayah ini tercatat sebanyak 2.713 jiwa yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (Badan Pusat Statistik [BPS], 2017). Salah satu daerah di kelurahan ini adalah Kampung Batu Busuk yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat Kota Padang, dengan akses jalan yang menantang karena kondisi topografi yang curam serta curah hujan rata-rata 384,88 mm per bulan (BPS, 2022). Kondisi geografis tersebut turut memengaruhi taraf hidup masyarakat, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Aletrino, Purwanti, & Sari, 2021)
Kondisi ekonomi masyarakat di Kampung Batu Busuk tergolong rendah, dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan obat-obatan medis. Masyarakat setempat cenderung jarang mengunjungi fasilitas kesehatan karena keterbatasan biaya dan jarak, sehingga lebih banyak memanfaatkan tanaman herbal sebagai obat tradisional berdasarkan pengetahuan lokal (Widodo & Anshori, 2022). Pengetahuan ini kemudian berkembang menjadi potensi ekonomi melalui pengolahan produk herbal oleh masyarakat, khususnya perempuan, yang mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” (Sari & Nuraini, 2023). Pembentukan kelompok ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi hutan dan kearifan lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ife & Tesoriero, 2016).
Produk utama yang dikembangkan oleh KUPS “Padusi Etnobotani” adalah teh herbal yang disajikan dengan cara diseduh. Produk yang dihasilkan antara lain Teh Sarang Semut, Ubek Rebus Herbal, serta Teh Herbal Daun dan Akar Ampadu Tanah. Produk-produk tersebut mencerminkan bentuk inovasi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan (Aletrino et al., 2021). Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga dan pelestarian lingkungan (Sari & Nuraini, 2023). Pendekatan ekonomi hijau yang diusung oleh kelompok ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi modal sosial penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Zet et al., 2022). 
KUPS “Padusi Etnobotani” mendapat dukungan dari berbagai stakeholders, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit, serta World Resources Institute (WRI). Dukungan tersebut mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pendampingan teknis dalam pengembangan produk (KLHK, 2023). Meskipun demikian, pemberdayaan kelompok ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan anggota, serta minimnya kemampuan pemasaran dan digitalisasi (BPS, 2022). Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat (Zet et al., 2022).
Analisis dinamika peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan kerangka teori peran yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2016). Teori ini mencakup empat dimensi utama, yaitu peran fasilitatif (facilitative roles), edukasional (educational roles), perwakilan (representational roles), dan teknis (technical roles). Peran fasilitatif berfokus pada upaya mengakui, menghargai, serta memperkuat kontribusi individu maupun kelompok agar lebih produktif dan mandiri. Peran edukasional menitikberatkan pada kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pemberian informasi untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat. Peran perwakilan berfungsi sebagai penghubung aspirasi masyarakat dalam menjalin relasi dengan pihak eksternal guna memperoleh dukungan kebijakan dan akses. Peran teknis menekankan pelaksanaan fungsi teknis seperti pengumpulan data, pelaporan, evaluasi program, serta implementasi kegiatan secara profesional. Pendekatan ini relevan dalam konteks pembangunan sosial karena menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2023). Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Zet et al., 2022).
Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor pendukung dan penghambat stakeholders dalam memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan persepsi para pelaku yang terlibat (Sugiyono, 2021). Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan memilih pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pemberdayaan, meliputi perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dispora Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lambung Bukit, World Resources Institute (WRI), dan anggota KUPS “Padusi Etnobotani”. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi metode dan sumber untuk memastikan validitas serta reliabilitas temuan. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada penguatan kolaborasi antar stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat berbasis perhutanan sosial serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan melakukan kajian komparatif antar KUPS di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas peran stakeholders, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak sosial dan ekonomi secara lebih terukur.
Hasil dan Pembahasan
a. Faktor pendukung
Adapun faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk diantaranya :
1) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 
Faktor pendukung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu:
a. Kebijakan melalui program perhutanan sosial menjadi dasar legalitas yang kuat bagi KUPS untuk memperoleh akses kelola hutan sekaligus memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Kebijakan ini tidak hanya memberikan legitimasi kelembagaan, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok untuk mendapatkan dukungan teknis, fasilitas, serta pendampingan berkelanjutan. Dengan adanya legitimasi ini, KUPS memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengembangkan usaha berbasis hasil hutan non-kayu, khususnya produk herbal. Hal ini sejalan dengan pendapat Satria (2021: 112) yang menegaskan bahwa kebijakan perhutanan sosial merupakan instrumen penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui akses legal terhadap sumber daya alam.
b. Dukungan kelembagaan dan sinergi antar stakeholders juga menjadi faktor penting dalam memperkuat proses pemberdayaan. Dinas Kehutanan tidak bekerja secara tunggal, melainkan berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah seperti WRI Indonesia serta pemerintah nagari. Bentuk kolaborasi ini memberikan manfaat yang nyata, antara lain dalam bentuk dukungan teknis, penyediaan fasilitas, hingga perluasan jaringan pemasaran produk herbal. Dengan adanya sinergi tersebut, KUPS tidak hanya memperoleh pendampingan teknis, tetapi juga mendapat akses ke jejaring yang lebih luas untuk mendukung keberlanjutan usaha. Menurut Fitriana & Wulandari (2022:87), keterlibatan multipihak dalam pemberdayaan perhutanan sosial berkontribusi besar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok serta menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas, sehingga mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. 
c. Komitmen dan partisipasi aktif anggota KUPS juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam upaya pemberdayaan. Anggota kelompok menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pelatihan, terlibat secara aktif dalam kegiatan produksi, serta berupaya menjaga keberlanjutan usaha herbal yang telah dijalankan. Tingkat partisipasi ini menggambarkan adanya motivasi kolektif yang kuat sebagai modal sosial bagi keberhasilan program. Partisipasi yang tinggi tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan program, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap usaha kelompok. Penelitian Astuti & Suprapto (2023:54) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan faktor dominan dalam mempercepat keberhasilan, terutama ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari hasil yang dicapai. 
d. Ketersediaan potensi sumber daya alam lokal di wilayah Kampung Batu Busuk juga mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Melimpahnya tanaman herbal sebagai bahan baku utama memungkinkan kegiatan produksi berjalan sesuai dengan potensi lokal yang ada, sekaligus membuka peluang pengembangan produk unggulan berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan potensi ini menjadikan kegiatan pemberdayaan lebih kontekstual dan berkelanjutan. Menurut Rahmawati, dkk. (2024: 66), pemanfaatan sumber daya lokal yang dikombinasikan dengan pendampingan teknis serta dukungan kelembagaan terbukti mampu mempercepat perkembangan kelompok usaha perhutanan sosial dalam meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun regional.
2) Dinas Pemuda dan Olahra Kota Padang
Faktor pendukung Dinas Pemuda dan Olahra Kota Padang dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu :
a. Dukungan kelembagaan dari Dispora memberikan legitimasi sekaligus ruang yang lebih luas bagi pemuda lokal untuk berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Dispora memiliki kewenangan dalam merancang berbagai program peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen organisasi, dan pengembangan keterampilan praktis. Dukungan kelembagaan ini memberikan kepastian arah bagi kegiatan pemberdayaan sekaligus memperkuat posisi pemuda sebagai subjek utama pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat & Saputra (2022: 45) yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan akses dan sarana pembelajaran bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kreatif dan sosial.
b. Fasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda menjadi faktor penting yang memperkuat pemberdayaan KUPS. Melalui berbagai program pelatihan, pemuda anggota KUPS tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengolahan produk herbal, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan tambahan mengenai pemasaran digital, desain kemasan, serta pengelolaan usaha berbasis komunitas. Dengan demikian, wawasan pemuda menjadi lebih luas dan mampu menyesuaikan produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Menurut Nuraini & Sari (2023: 101), pelatihan kewirausahaan dan digital marketing yang difasilitasi pemerintah daerah terbukti dapat meningkatkan kemandirian sekaligus memperkuat daya saing kelompok usaha pemuda di tingkat lokal maupun regional.
c. Tingginya antusiasme dan partisipasi aktif pemuda lokal dalam kegiatan KUPS juga menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan program. Keterlibatan pemuda tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui pengelolaan tanaman herbal. Semangat kolektif tersebut mendorong terciptanya konsistensi program pemberdayaan dan memperkuat kohesi sosial dalam kelompok. Penelitian Anjani, dkk. (2024: 77) menegaskan bahwa partisipasi pemuda dalam kegiatan berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan solidaritas sosial, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok untuk mengelola usaha secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
d. Dukungan sarana prasarana dan jejaring kolaborasi yang difasilitasi oleh Dispora turut memperkuat keberhasilan pemberdayaan KUPS. Penyediaan ruang pelatihan, akses terhadap forum kewirausahaan pemuda, serta kesempatan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha muda lainnya menjadi faktor yang mendorong terciptanya ekosistem pendukung bagi keberlanjutan usaha herbal. Dukungan tersebut tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk yang dihasilkan kelompok. Hal ini relevan dengan penelitian Sulastri & Rahayu (2025: 64) yang menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas serta akses jejaring kolaboratif dari Dispora dapat mempercepat transformasi kelompok pemuda menuju usaha yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
3) Pemerintah Kelurahan Lambung bukit 
Faktor pendukung Pemerintah Kelurahan Lambung bukit dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu :
a. Dukungan regulasi dan legitimasi kelembagaan dari kelurahan menjadi faktor awal yang memperkuat keberadaan KUPS. Pemerintah kelurahan memberikan pengakuan formal terhadap KUPS sebagai kelompok usaha yang sah, sehingga mempermudah akses terhadap bantuan, fasilitasi kegiatan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders eksternal. Pengakuan ini juga memperkuat posisi KUPS dalam memperoleh kepercayaan dari mitra maupun pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Suryani & Pratama (2021: 118) yang menegaskan bahwa legitimasi kelembagaan dari pemerintah lokal menjadi modal penting dalam memperkuat posisi kelompok masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.
b. Fasilitasi dalam bentuk dukungan administratif dan koordinasi lintas sektor turut menjadi faktor pendukung yang signifikan. Pemerintah kelurahan berperan sebagai penghubung antara KUPS dengan pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, LSM, maupun lembaga pendidikan. Peran ini memungkinkan kelompok untuk lebih mudah memperoleh informasi program, akses bantuan, hingga keterlibatan dalam forum pembangunan yang lebih luas. Menurut Hakim & Setyowati (2022: 92), peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator koordinasi memiliki pengaruh besar dalam menghubungkan kelompok masyarakat dengan sumber daya eksternal yang dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan maupun ekonomi mereka.
c. Kedekatan sosial pemerintah kelurahan dengan masyarakat menjadi modal yang memperkuat partisipasi anggota KUPS. Dengan adanya hubungan kultural dan emosional yang dekat, pemerintah kelurahan lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan, produksi, hingga pemasaran produk herbal. Kedekatan ini membangun rasa percaya dan mendorong keterlibatan lebih intens dari anggota kelompok. Penelitian Putri & Santoso (2023: 73) menunjukkan bahwa kedekatan pemerintah lokal dengan masyarakat berperan penting dalam membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan berbasis komunitas.
d. Dukungan fasilitas dan kolaborasi lokal yang difasilitasi kelurahan juga menjadi faktor pendukung lain yang memperkuat pemberdayaan KUPS. Pemerintah kelurahan memberikan akses ruang untuk pelatihan, membantu promosi produk melalui kegiatan kelurahan, serta mendorong kerjasama antar-kelompok usaha di wilayah setempat. Dukungan ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membuka peluang bagi KUPS untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk herbal. Menurut Yuliani, dkk. (2024: 55), fasilitasi sarana lokal dan promosi produk berbasis kelurahan terbukti dapat memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan citra kelompok usaha masyarakat di tingkat lokal maupun regional.
4) World Resources Institute (WRI)
Faktor pendukung World Resources Institute (WRI) dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu :
a. Dukungan teknis melalui pelatihan dan pendampingan menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kapasitas KUPS. WRI menyediakan pelatihan yang berkaitan dengan pengolahan produk herbal, teknik pengemasan, serta penerapan standar mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pendampingan teknis ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan produksi anggota, tetapi juga memperkuat kualitas produk yang dihasilkan sehingga memiliki nilai tambah di pasar. Menurut Pratiwi & Nugraha (2022: 93), pendampingan teknis dari lembaga non-pemerintah mampu mempercepat transfer pengetahuan kepada masyarakat, sehingga mereka lebih siap dalam mengelola usaha berbasis hasil hutan non kayu secara mandiri dan berkelanjutan.
b. Penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penting yang diberikan oleh WRI. Melalui bimbingan mengenai tata kelola organisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) produksi, serta pendampingan dalam pelaporan administrasi, WRI membantu KUPS untuk tidak hanya berkembang pada aspek teknis, tetapi juga memiliki tata kelola kelembagaan yang lebih profesional. Dukungan ini penting agar KUPS memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem kerja yang tertata, serta akuntabilitas dalam pengelolaan usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian Arifin & Hidayah (2023: 122) yang menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat utama agar kelompok usaha perhutanan sosial mampu beroperasi secara mandiri, terarah, dan berkelanjutan. 
c. Akses terhadap jejaring dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor pendukung lain yang diperkuat oleh WRI. Sebagai lembaga internasional, WRI memiliki jaringan luas yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Melalui jejaring ini, KUPS memperoleh peluang untuk menjalin kerjasama dalam memperluas pasar, mengakses sumber pendanaan, serta mempromosikan produk di forum yang lebih luas. Dukungan ini sangat penting karena membuka ruang bagi KUPS untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha. Penelitian Wijayanti & Susanto (2024: 66) menegaskan bahwa keterhubungan kelompok masyarakat dengan jaringan eksternal melalui fasilitasi lembaga non-pemerintah dapat memperluas peluang ekonomi lokal dan meningkatkan keberlanjutan usaha berbasis komunitas.
d. Dukungan riset dan advokasi dari WRI turut memperkuat posisi KUPS dalam mengelola potensi lokal. WRI secara rutin melakukan riset berbasis komunitas untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam, tantangan teknis yang dihadapi, serta strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh WRI berkontribusi dalam memperjuangkan dukungan regulatif yang lebih berpihak kepada kelompok perhutanan sosial. Dukungan ini menjadikan KUPS tidak hanya diperkuat pada level teknis, tetapi juga memiliki landasan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan pendapat Fauzi & Ramadhani (2025: 71) yang menekankan bahwa riset partisipatif dan advokasi kebijakan oleh lembaga non-pemerintah berperan penting dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.
b. Faktor Penghambat
Adapun faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk diantaranya:
1) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 
Faktor penghambat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu:
a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia penyuluh menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan. Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang terbatas menyebabkan kegiatan pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya penerapan hasil pelatihan oleh anggota KUPS, karena tidak semua pengetahuan dapat ditransfer dengan baik dalam waktu singkat. Hambatan tersebut sejalan dengan temuan Wahyudi & Kurniasih (2021: 134) yang menyatakan bahwa minimnya jumlah serta kompetensi penyuluh berdampak langsung pada rendahnya kualitas transfer pengetahuan dalam program perhutanan sosial.
b. Ketergantungan kelompok terhadap pendamping eksternal juga menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan program. Walaupun anggota KUPS telah memperoleh pelatihan teknis, sebagian besar masih bergantung pada pendamping dalam hal pengelolaan alat produksi, penyusunan laporan, hingga pengurusan legalitas kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme transfer kapasitas lokal belum berjalan optimal. Hafid & Astuti (2022: 57) menegaskan bahwa ketergantungan masyarakat pada pendamping dalam program pemberdayaan dapat menghambat kemandirian kelompok dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
c. Keterbatasan Anggaran menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam pemberdayaan KUPS “Padusi Etnobotani”. Minimnya alokasi dana dari Dinas Kehutanan membuat berbagai kebutuhan kelompok, baik dalam bentuk sarana produksi, fasilitas pendukung, maupun pelatihan lanjutan, tidak dapat dipenuhi secara optimal. Akibatnya, program pemberdayaan berjalan terbatas dan sulit memberikan dampak berkelanjutan bagi kelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama & Lestari (2022: 139) yang menegaskan bahwa keterbatasan dukungan anggaran dalam program perhutanan sosial merupakan hambatan utama dalam penyediaan sarana produksi dan pelatihan berkelanjutan, sehingga memperlambat pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.
d. Keterbatasan Fasilitas produksi dan dukungan teknis lanjutan juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Beberapa fasilitas dan peralatan yang telah diberikan tidak dilengkapi dengan rencana perawatan maupun standar operasional prosedur (SOP) penggunaan, sehingga sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, kualitas produk herbal yang dihasilkan belum konsisten dan sulit memenuhi standar pasar yang lebih luas. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahmadani, dkk. (2023: 88) yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas teknis tanpa adanya pendampingan lanjutan mengakibatkan kelompok usaha perhutanan sosial kesulitan menjaga mutu produk dan daya saingnya di pasar.
e. Belum optimalnya integrasi antara produksi dan pemasaran turut menjadi kendala dalam pengembangan usaha kelompok. Meskipun kualitas produk herbal mengalami peningkatan, akses pasar masih terbatas karena rendahnya kapasitas dalam bidang digital marketing dan branding. Akibatnya, produk KUPS belum mampu bersaing secara maksimal di pasar regional maupun nasional. Susanti & Yuliana (2024: 74) menegaskan bahwa lemahnya kemampuan pemasaran digital dalam usaha berbasis komunitas merupakan faktor penghambat utama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
2) Dinas Pemuda dan Olahra Kota Padang
Faktor penghambat Dinas Pemuda dan Olahra Kota Padang dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu:
a. Keterbatasan anggaran program. Kegiatan pelatihan dan fasilitasi yang diselenggarakan Dispora sering kali tidak berkesinambungan karena keterbatasan dana. Akibatnya, program pelatihan yang diberikan hanya berlangsung sementara dan jarang disertai dengan tindak lanjut berupa monitoring serta evaluasi berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kesinambungan hasil pelatihan yang diperoleh anggota KUPS. Hal ini sejalan dengan temuan Ramdani & Syafrizal (2022:142) yang menyatakan bahwa keterbatasan pendanaan pemerintah daerah dalam mendukung program ekonomi kreatif pemuda menyebabkan rendahnya keberlanjutan program dan minimnya dampak jangka panjang terhadap kelompok sasaran.
b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping juga menjadi faktor penghambat. Dispora masih menghadapi kekurangan dalam hal jumlah maupun kualitas instruktur yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan teknis KUPS, khususnya dalam bidang pengolahan herbal, strategi branding produk, dan pemasaran digital. Akibatnya, materi pelatihan yang diberikan cenderung bersifat umum dan belum mampu menjawab kebutuhan kontekstual KUPS Padusi Etnobotani. Temuan ini sejalan dengan Lestari & Firmansyah (2023:89) yang menegaskan bahwa keterbatasan tenaga pendamping berkompeten dalam kewirausahaan menyebabkan program pemberdayaan pemuda sulit beradaptasi dengan tantangan nyata di lapangan.
c. Tingkat partisipasi pemuda yang fluktuatif juga menjadi kendala. Meskipun pada awal program terlihat adanya antusiasme, sebagian anggota muda tidak konsisten dalam mengikuti pelatihan maupun kegiatan produksi. Faktor kesibukan pendidikan dan pekerjaan lain menjadi alasan utama menurunnya keterlibatan tersebut. Rendahnya konsistensi kehadiran berimplikasi pada lambatnya peningkatan kapasitas teknis kelompok secara kolektif. Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian Anjani dkk. (2024:77) yang menegaskan bahwa partisipasi pemuda dalam program pemberdayaan komunitas sangat dipengaruhi oleh motivasi individu, ketersediaan waktu, serta kepentingan ekonomi personal.
d. Lemahnya integrasi program dengan strategi pemasaran modern menjadi hambatan signifikan lainnya. Pelatihan yang diberikan lebih banyak menekankan pada keterampilan teknis dasar, sementara aspek digital marketing, pemanfaatan e-commerce, dan penguatan jejaring bisnis belum terakomodasi secara optimal. Hal ini membatasi akses produk herbal KUPS ke pasar yang lebih luas dan menurunkan daya saing produk. Sulastri & Rahayu (2025:64) juga menemukan bahwa lemahnya penguasaan digital marketing di kalangan pemuda pelaku usaha berbasis komunitas merupakan faktor utama yang menghambat perluasan pasar serta keberlanjutan usaha.
3) Pemerintah Kelurahan Lambung bukit 
Faktor penghambat Pemerintah Kelurahan Lambung bukit dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu:
a. Keterbatasan anggaran kelurahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan. Dana kelurahan pada umumnya lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan pelayanan dasar masyarakat, sehingga dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi produktif, termasuk KUPS, masih sangat terbatas. Akibatnya, kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah kelurahan cenderung tidak berkesinambungan dan hanya bersifat sementara. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2021:55) yang menyatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran desa/kelurahan sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan berbasis komunitas.
b. Rendahnya kapasitas kelembagaan kelurahan dalam perencanaan dan pengelolaan program pemberdayaan turut menjadi faktor penghambat. Pemerintah kelurahan belum memiliki perangkat atau unit khusus yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Hal ini mengakibatkan koordinasi dan pendampingan terhadap KUPS masih berjalan secara sporadis, tidak terstruktur, serta tidak memiliki rencana jangka panjang yang jelas. Padahal, literatur menunjukkan bahwa kelembagaan lokal yang kuat berperan penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat karena mampu memberikan pendampingan yang terarah dan berkelanjutan (Widodo & Anshori, 2022:88).
c. Keterbatasan daya manusia (SDM) pendamping juga menjadi kendala serius. Aparat kelurahan umumnya memiliki kompetensi administratif, namun belum didukung oleh kemampuan teknis di bidang kewirausahaan, pengolahan hasil hutan non kayu, maupun pemasaran digital. Akibatnya, peran pendampingan yang dilakukan kelurahan lebih bersifat administratif daripada substantif. Kondisi ini mengakibatkan KUPS tidak memperoleh bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Sari dkk. (2023:101) menegaskan bahwa lemahnya kapasitas SDM lokal dalam pendampingan ekonomi produktif sering kali membuat program pemberdayaan tidak relevan dengan konteks lapangan dan kebutuhan masyarakat sasaran.
d. Minimnya integrasi program lintas sektor juga memperlemah peran pemerintah kelurahan. Pemberdayaan KUPS seharusnya melibatkan koordinasi lintas instansi, baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, maupun dengan perguruan tinggi dan mitra swasta. Namun, dalam praktiknya, pemerintah kelurahan belum optimal dalam membangun jejaring kolaboratif tersebut, sehingga program yang berjalan masih parsial dan tidak saling terhubung. Temuan ini diperkuat oleh Prasetyo (2024:76) yang menyatakan bahwa lemahnya integrasi antarinstansi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi lokal.
4) World Resources Institute (WRI)
Faktor penghambat World Resources Institute (WRI) dalam memberdayakan KUPS “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk yaitu:
a. Keterbatasan intensitas pendampingan. Sebagai lembaga non-pemerintah yang berbasis di tingkat nasional, WRI tidak memiliki kantor perwakilan tetap di lokasi penelitian, sehingga pola pendampingan yang dilakukan cenderung bersifat periodik dan tidak berlangsung secara berkesinambungan. Kondisi ini menyebabkan monitoring rutin terhadap perkembangan kapasitas KUPS masih kurang maksimal, terutama dalam menghadapi persoalan teknis sehari-hari yang membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kesinambungan pendampingan menjadi faktor penting untuk memastikan proses pemberdayaan berjalan efektif, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat & Zulkarnaen (2021:112) bahwa keberlanjutan pendampingan merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
b. Keterbatasan jangkauan program juga menjadi penghambat. Selama ini, WRI lebih banyak memfokuskan pendampingan pada aspek teknis pengolahan produk herbal serta penguatan kelembagaan kelompok. Sementara itu, kebutuhan KUPS yang lebih kompleks, seperti akses terhadap permodalan, penguasaan pemasaran digital, dan strategi ekspansi pasar, belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pendampingan. Akibatnya, meskipun keterampilan teknis anggota kelompok meningkat, KUPS masih menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Temuan ini sejalan dengan studi Putri dkk. (2022:93) yang menekankan bahwa program pemberdayaan yang hanya menitikberatkan pada aspek teknis, tanpa memperhatikan akses pasar, akan menghasilkan dampak terbatas bagi kemandirian ekonomi masyarakat.
c. Adanya ketergantungan kelompok terhadap fasilitasi yang diberikan WRI juga menimbulkan hambatan tersendiri. Bantuan berupa peralatan, bibit tanaman, maupun inovasi produk yang difasilitasi WRI sering kali membuat KUPS kurang terlatih untuk mengembangkan strategi keberlanjutan secara mandiri. Ketergantungan ini berpotensi melemahkan inisiatif internal anggota kelompok dalam mencari sumber daya alternatif di luar dukungan lembaga mitra. Kondisi ini selaras dengan pendapat Santosa (2023:67) yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pemberdayaan berbasis komunitas adalah kecenderungan munculnya ketergantungan terhadap bantuan eksternal, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemandirian kelompok dalam jangka Panjang.
d. [bookmark: _Hlk210005972]Keterbatasan fasilitas produksi dan dukungan teknis lanjutan juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Beberapa fasilitas dan peralatan yang telah diberikan tidak dilengkapi dengan rencana perawatan maupun standar operasional prosedur (SOP) penggunaan, sehingga sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, kualitas produk herbal yang dihasilkan belum konsisten dan sulit memenuhi standar pasar yang lebih luas. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahmadani, dkk. (2023: 88) yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas teknis tanpa adanya pendampingan lanjutan mengakibatkan kelompok usaha perhutanan sosial kesulitan menjaga mutu produk dan daya saingnya di pasar.
e. [bookmark: _Hlk210005992]Belum optimalnya integrasi antara produksi dan pemasaran turut menjadi kendala dalam pengembangan usaha kelompok. Meskipun kualitas produk herbal mengalami peningkatan, akses pasar masih terbatas karena rendahnya kapasitas dalam bidang digital marketing dan branding. Akibatnya, produk KUPS belum mampu bersaing secara maksimal di pasar regional maupun nasional. Susanti & Yuliana (2024: 74) menegaskan bahwa lemahnya kemampuan pemasaran digital dalam usaha berbasis komunitas merupakan faktor penghambat utama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk dipengaruhi oleh kombinasi potensi sumber daya alam, seperti tanaman herbal bernilai ekonomi, serta modal sosial berupa semangat kebersamaan dan komitmen menjaga kelestarian hutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada dukungan sumber daya, tetapi juga pada sinergi antara stakeholders dan kapasitas internal kelompok. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya keterampilan teknis, dan lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan utama. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan perlunya model pemberdayaan yang berkelanjutan melalui pendampingan intensif, pelatihan digital marketing, dan penguatan kelembagaan berbasis kolaborasi multisektor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas strategi kolaboratif antar stakeholders di berbagai daerah serta menilai dampak ekonomi dan sosial program perhutanan sosial secara kuantitatif guna memperkuat dasar kebijakan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dan inklusif.
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